BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia, tidak
lain bahwa kebutuhan manusia terhadap tanah sangat kompleks. Manusia
secara langsung maupun tidak langsung, kapanpun dan dimanapun berada,
memerlukan tanah yang berguna sebagai sumber kehidupan dan tempat
tinggal yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhannya baik kebutuhan
ekonomi, sosial, dan budaya.'

Pengertian tanah sendiri menurut Undang-undang Pokok Agraria
(UUPA) yakni seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan
alam vyang terkandung didalamnya untuk pemanfaatan fungsi dan
kepentingan penggunaan tanah dalam batas-batas menurut peraturan
perundang-undangan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.? UUPA
menjadi landasan dasar dalam mengatur mengenai masalah pokok
dibidang pertanahan untuk menghasilkan kepastian hukum bagi
masyarakat. Hal tersebut ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat secara
adil, guna melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang menjamin atas perlindungan hak dan

kewajibannya tersebut. 3
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Seiring bertambahnya jumlah penduduk yang terdapat di suatu
negara, semakin meningkat pula permasalahan akan kebutuhan tanah yang
sering terjadi di masyarakat. Permasalahan yang timbul terkait dengan
pertanahan di dalam kehidupan sehari-hari, semakin kompleks pula
dengan adanya berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan
mengenai pertanahan serta perubahan pemenuhan kebutuhan manusia
terhadap tanah.

Peningkatan terhadap pemenuhan kebutuhan akan tanah oleh
masyarakat tersebut dapat berdampak pada adanya peralihan hak atas
tanah kepada orang lain. Sehubungan dengan peralihan hak atas tanah,
terdapat pengaturan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah antara lain seperti jual beli, sewa menyewa,
waris, hibah, dan lelang. *

Peralihan hak atas tanah, salah satunya yakni pemberian hak tanah
berupa hibah, yang mana hibah ialah pemberian seseorang kepada orang
lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan dengan sukarela
tanpa adanya kontra prestasi dari pihak si pemberi dan penerima hibah dan
pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup.

Pasal 1666 KUHPerdata menyebutkan bahwa :

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah,
diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat
ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si

penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang
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tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-
» 2

orang yang masih hidup.

Uraian diatas dapat diketahui bahwa hibah merupakan perbuatan
terpuji yangmana si pemberi hibah memberikan harta dengan sukarela
tanpa mengharapkan imbalan, tidak tergantung serta tidak disertai dengan
persyaratan apapun juga. Akan tetapi pemberian hibah sering dijumpai
adanya sengketa dengan ahli waris lainnya maupun terhadap pemberi
hibah yang tidak sepakat atas penghibahan, hal tersebut berujung hingga di
meja peradilan.

Adapun penyebab terjadinya konflik yang sering terjadi yakni
penghibahan dilakukan dengan mengesampingkan salah satu syarat sah
perjanjian hibah yakni kesepakatan para pihak. Seperti halnya contoh
kasus yang ada, terdapat perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta
hibah yakni dengan memanfaatkan keadaan H. Achmad Jakoen Tjokrohadi
dan Hj. Boediharti (Para Penggugat) yang awam hukum dan dalam
keadaan telah lanjut usia.

Peristiwa tersebut berawal dari inisiatif Dra. Ani Hadi Setyowati
(Tergugat 1) dan suaminya Surya Indra Sudibyo (Tergugat 2) untuk
mengajak Penggugat menghadap ke Kantor Notaris/PPAT Malang untuk
menandatangi Akta Hibah Nomor. 162/KIj/11/1999 pada tanggal 11
November 1999 tanpa kesadaran dan sepengetahuan Para Penggugat.
Akta hibah tersebut menerangkan bahwa Para Penggugat bersedia
menghibahkan tanah dan bangunan diatas objek sengketa seluruhnya

kepada Tergugat. Kemudian Tergugat juga telah memanipulasi Surat
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Pernyataan Persetujuan di bawah tangan dari ketujuh saudara kandung
Tergugat untuk menyepakati hibah dari Penggugat dalam bentuk blanko
kosong.

Pada akhirnya dengan adanya Akta Hibah tersebut kepemilikan
seluruh objek tanah sengketa beralih kepada Tergugat, padahal diketahui
bahwa objek tanah sengeta merupakan harta satu-satunya Penggugat yang
belum di bagi waris dengan saudara-saudara Tergugat lainnya. Perjanjian
yang telah dibuat Tergugat ini jelas bertentangan dengan Asas
Konsesualisme yakni tidak terpenuhinya pernyataan sepakat diantara para
pihak yang menimbulkan cacat hukum.

Dalam proses pembuatan akta otentik diketahui banyak pejabat
berwenang hanya melakukan berdasar pada hukum secara formal saja,
padahal perlu diketahui pula bahwa pembuatan akta otentik harus
memperhatikan secara materiil proses pembentukan akta yang dilakukan
secara sah atas kerelaan dan atau kesepakatan pihak-pihak yang

bersangkutan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk
menyusun skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Mengenai Sengketa
Pembatalan Akta Hibah Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No.

492K/AG/2012)*



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat
dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Akta Hibah No. 162/Klj/11/1999 telah memenuhi syarat
sahnya perjanjian?

2. Bagaimana akibat hukum sengketa pembatalan Akta Hibah No.
162/K1j/11/1999 pada putusan No. 492/K/AG/2012?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji syarat sahnya perjanjian dalam Akta Hibah No.
162/K1j/11/1999 pada putusan perkara No. 492/K/AG/2012.

2. Untuk mengetahui akibat hukum dan penyelesaian perkara
sengketa pembatalan hak akta hibah pada putusan perkara No.
492/K/AG/2012.

D. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
yang diperoleh, yakni sebagai berikut :
1. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan
meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan penulis
dibidang hukum mengenai kekuatan pembuktian dalam
perkara sengketa pembatalan akta hibah terhadap anak yang

belum memenuhi persyaratan secara sah.



2. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan
pemikiran dan pengetahuan kepada masyarakat luas
mengenai sengketa pembatalan akta hibah yang belum
memenuhi persyaratan secara sah.

3. Bagi limu Pengetahuan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi
acuan dan bahan pertimbangan bagi aktifitas akademika
dalam mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai
sengketa pembatalan akta hibah yang belum memenuhi
persyaratan secara sah.

E. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata menyebutkan bahwa Hibah
adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya,
dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan
sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima
penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain
hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup. Uraian tersebut
menyebutkan dengan jelas bahwa perjanjian hibah tidak memungkinkan
adanya penarikan kembali atas hibah tersebut. Tetapi, apabila terdapat
salah satu unsur yang tidak terpenuhi yakni adanya perbuatan melawan
hukum yang dilakukan oleh si penerima hibah untuk mendapatkan objek
tanah hibah dari si penghibah, oleh karena itu mengakibatkan akta hibah

cacat hukum. Apabila disinggungkan dengan syarat sah perjanjian yang



terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata bahwa syarat sahnya perjanjian
yakni, adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, dalam hal
suatu tertentu dan kausa yang halal. Hal ini menjadi pertimbangan hakim
dalam  menentukan putusan yang akan dijatuhkan  dengan
mempertimbangkan kebenaran pembuktian Penggugat dan Tergugat dari
peristiwa yang telah diajukan oleh Penggugat di muka persidangan.
Kebenaran pembuktian tersebut ditujukan supaya dalam menjatuhkan
putusan, hakim dapat memberikan keadilan bagi para pihak untuk

mendapat kepastian hukum dalam perkara No. 492/K/AG/2012.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana guna memperoleh data
dengan cara mengumpulkan data yang berdasarkan pada, sistematika
pemikiran dan metode tertentu sehingga suatu permasalahan pokok yang
terdapat dalam penelitian ini dapat dimintai pertanggungjawaban dari data
yang didapatkan dalam penelitian.® Adapun metode penelitian yang akan
digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini, adalah sebagai

berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang akan digunakan dalam memperoleh data
dalam penulisan skripsi ini ialah menggunakan metode pendekatan
yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif yakni  suatu
prosedur penelitian untuk menentukan kebenaran berdasarkan

logika keilmuan dari sisi normatifnya dengan cara menelaah

¥ Khudzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2015, Metode Penelitian Hukum, Surakarta:
Universitas Muhammadiyah Surakarta, him.8



konsep hukum, teori hukum, asas-asas hukum serta peraturan
perundang-undangan terhadap aspek pembuktian pada sengketa
pembatalan hak atas tanah hibah terhadap anak yang tidak
memenuhi unsur syarat sah perjanjian pada putusan No.
492/KIAG/2012.*
2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
bersifat deskriptif, yakni dengan menggambarkan proses atau
tahapan serta menjelaskan tentang hasil penelitian.

3. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu
menggunakan data sekunder, yang mana data sekunder antara lain
mencakup mengenai dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal,
catatan, putusan hakim, atau arsip yang dipublikasikan atau yang
tidak dipublikasikan secara umum. Adapun jenis data sekunder

yang ada dalam penelitian ini:

a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam
penelitian ini, antara lain:
a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijke

Wetbook)

* Johnny lbrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia
Publishing, him.57



b) Putusan Hakim No. 492/K/AG/2012
(Yurisprudensi)
c) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yang akan digunakan oleh penulis
dalam penelitian ini berupa semua publikasi, literatur,
makalah, artikel, buku, bahan dari internet dan sumber
lainny yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat oleh
penulis.

c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yakni bahan yang akan memberikan
penjelasan guna menunjang bahan hukum primer maupun
sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia,
dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

a) Studi Pustaka
Pengumpulan data yang digunanakan dalam penelitian ini
menggunakan metode studi pustaka, yang mana dengan
mencari, menganalisis, menginventarisasi, serta
mempelajari dengan merujuk pada data-data sekunder,
yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

b) Studi Lapangan
Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian studi

lapangan adalah wawancara. Responden yang diwawancara
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adalah pihak yang memiliki pengalaman dan pemahaman
tertentu atau terjun secara langsung dibidangnya yang
berkaitan dengan obyek yang diteliti. Hasil wawancara ini
diharapkan dapat memberi gambaran dalam praktek tentang
perkara pembatalan hibah terhadap anak. Dari pengumpulan
wawancara ini menghasilkan data primer guna mendukung
data sekunder.
5. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini
yakni menggunakan analisis data secara Kualitatif. Analisis data
secara kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan studi
kepustakaan secara kualitatif, meliputi peraturan perundang-
undangan, buku, jurnal yang berkaitan dengan sengketa perkara
pembatalan hak atas tanah hibah terhadap anak.
G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan penelitian skripsi ini disusun menjadi 4 (empat)
bagian bab, agar mudah dipahami oleh pembaca, antara lain sebagai
berikut:
BAB | adalah Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang Masalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika
Penulisan.
BAB Il adalah berisi tentang Tinjauan Pustaka, dalam bab ini

menguraikan tentang tinjauan umum mengenai hal-hal yang bersangkutan
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dengan Sengketa Pembatalan Hak Atas Tanah Hibah kepada ahli waris
lainnya.

BAB |1l adalah berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang
akan menguraikan tentang perjanjaian dalam Akta Hibah No.
162/K1j/11/1999 apakah telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan
penyelesaian perkara sengketa pembatalan hak atas tanah hibah terhadap
anak pada putusan perkara No. 492/K/AG/2012

BAB 1V adalah Penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran yang

dapat diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan



